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BAB I 

     PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Jember merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Jawa Timur selain 

Surabaya dan Malang. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi yang ada 

di Jember, baik itu yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) antara lain 

yaitu, Universitas Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

(UIN KHAS) Jember, dan Politeknik Negeri Jember serta beberapa Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) antara lain yaitu, Universitas Muhammadiyah Jember, 

Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Sroedji, Universitas PGRI 

Argopuro, Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, STIKES dan AKBID 

Dr. Soebandi Jember. 

       Dengan adanya beberapa Universitas yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tersebut, membuat Kabupaten 

Jember juga sering disebut sebagai kota pelajar. Karena dari beberapa jumlah 

Universitas yang ada banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang berdatangan 

untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Hal ini juga yang menjadi 

keuntungan bagi masyarakat di sekitar kampus-kampus yang ada di Kabupaten 

Jember, karena banyaknya mahasiswa yang berdatangan dapat dijadikan sebagai 

sumber penghasilan ekonomi dengan cara berdagang atau penyediaan layanan jasa 

angkutan umum Sehingga, sampai saat ini Jember menjadi pusat pekonomian 

yang terus berkembang. 
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       Masyarakat yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah dan 

sudah berkeluarga akan lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuannya seperti halnya ibu rumah tangga yang akan memilih profesi 

sebagai pedagang warung atau pedagang kaki lima (PKL). Di Kabupaten Jember 

sendiri pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu mata pencarian yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini karena hanya dengan modal minim, 

lokasi usaha yang stategis tanpa mengeluarkan banyak modal dan dapat didirikan 

dipinggir jalan serta tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi. 

Sehingga banyak masyarakat mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL. 

       Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang 

yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi 

tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain (menggunakan 

pikulan, kereta dorong, dll) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-

barang konsumsi lainnya secara eceran.1 Keberadaan PKL telah membuka 

lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan 

keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat seperti para mahasiswa karena 

harganya yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun 

keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. 

Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak 

sesuai dengan peruntukannya sehingga menggangu kepentingan umum. seperti 

pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan 

sebagai tempat berdagang. 

                                                                 
1https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, Diakses Tanggal 20 November 2018 Pukul 

07.15 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima
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       Selain itu para pedagang kaki lima (PKL) dipandang telah bertentangan 

dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan 

keindahan kota. Sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap ketentraman, 

ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas, Untuk mengatasi 

permasalahan pedangan kaki lima (PKL) ini Pemerintah Kabupaten Jember telah 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki 

Lima. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “setiap pedagang kaki lima yang 

melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi pedagang kaki lima”. 

Dengan begitu diharapkan bahwa para padagang kaki lima (PKL) yang 

mendapatkan izin dapat diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

tersebut, selain itu juga diharapkan dapat memperhatikan ketertiban, keamanan, 

kenyamanan, dan kebersihan dilingkungan sekitarnya. 

       Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dituangkan dalam 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara 

Indonesia merupakan negara hukum”. konsekuensi negara Indonesia sebagai 

negara hukum adalah mengimplementasikan peraturan yang sudah ada dan 

berlaku untuk menciptakan kondisi ketatanegaraan yang kondusif dan transparasi 

demi mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat. 

Permasalahan izin yang harus dimiliki oleh para pedagang kaki lima (PKL) yang 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedagang Kaki Lima harus memberikan jaminan kepastian usaha untuk 

memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan. maka pada 
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akhirnya mereka akan mentaati Peraturan Daerah yang telah dibuat demi 

kepentingan umum. 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka penyusun bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum (Skripsi) 

dengan  judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat 

untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah 

Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemberian izin bagi 

pedagang kaki lima ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemberian izin bagi pedagang kaki lima. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka dalam setiap penelitian 

sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penyusun maupun 

masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dalam 

menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian 
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tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pemberian izin 

bagi pedagang kaki lima. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengkaji 

kebijakan pemberian izin untuk pedagang kaki lima. 

3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah 

perbendaharaan karya ilmiah dan refrensi tambahan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum 

Administarsi Negara dalam kaitannya dengan kebijakan pemberian izin 

untuk pedagang kaki lima. 

1.5 Metode Penelitian 

  Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan, memperoleh atau 

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga 

metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum 

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode 

penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap 

efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut  agar tercipta karya tulis 

ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau 

konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada.2 

 

                                                                 
2  Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan  II, 

Banyumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 294 
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1.5.1 Pendekatan Masalah 

 Suatu penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, 

pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 

a. Pendekatan undang-undang (statue approach). Pendekatan undang-undang 

(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Berdasarkan pendekatan undang-undang penyusun akan mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima dan 

perizinannya. 

b. Konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang memberikan sudut 

pandang mengenai analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian 

hukum, yang dilihat dari nilai dan yang terkandung dalam penormaan sebuah 

peraturan. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.3 

1.5.2 Jenis Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 

yuridis normatif (Legal Research), yakni penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang 

berlaku.4 Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai 

macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-

                                                                 
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,  2005, hlm. 

178 
4Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 

hlm. 38 
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literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan 

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 

1.5.3 Bahan Hukum 

       Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus 

memberikan, yang diperlukan untuk sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber 

penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa 

bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier). 

       Pada penulisan ilmiah ini penyusun menggunakan bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder.. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 

yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang 

digunakan oleh penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan 

perundang-undangan yaitu: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara yang  Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 
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5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan                                                                                                        

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedagang Kaki Lima. 

7. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan 

hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang 

diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

dikaji. Pada penulisan ilmiah ini bahan hukum sekunder yang digunakan 

oleh penyusun adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan 

juga didapat dari data dan informasi melalui internet. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu 

dengan mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

teori-teori, tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, 

surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang diangkat. 

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah 

metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai 
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dengan pada hal-hal yang besifat khusus untuk mencapai perskripsi atau ,maksud 

yang sebenarnya.5 Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa 

bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan 

dengan langkah- langkah sebagai berikut : 

1. mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang 

dipandang mempunyai relevansi; 
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan; 

4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumetasi yang menjawab isu hukum; 
dan 

5. memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 
dalam kesimpulan.6 

 

       Langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud 

Marzuki dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh 

dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan 

oleh Peter Mahmud Marzuki kemudian akan dianalisa mengunakan metode 

analisa isi (content analysis) baik dalam menelaah Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, dari isi pasal-

pasalnya. Terkait hal tersebut, penyusun ingin mencari kesesuaian dengan 

relevansi aturan-aturan atau pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 Tetang Pedagang Kaki Lima dan 

Keputusan Bupati Jember Tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima Kabupaten Jember serta pengimplementasian di masyarakat. 

 

                                                                 
5 Jhonny Ibrahim, Op. Cit, hlm. 18 
6  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,  2005, hlm. 

178  


